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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pengawasan Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman terhadap kepatuhan wajib 

pajak restoran, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sesuai 

dengan tujuan penelitian, yaitu:  

a. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten 

Sleman yaitu adanya penerapan sanksi perpajakan terhadap pelanggaran 

kewajiban perpajakan, perlakuan yang adil terhadap wajib pajak oleh 

fiskus, adanya penegakan hukum, besarnya penghasilan wajib pajak, 

pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, 

pelayanan yang baik dari fiskus, dan kesadaran dari wajib pajak untuk 

mematuhi kewajibannya. Hal ini secara otomatis berhubungan dengan 

faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak restoran. 

b. Peran pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman 

terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yaitu menyebarkan petugas di 

tiap ruas-ruas jalan untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak restoran, 

menjadi bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah, melakukan Real 

Time Data Entry terhadap pemasukan pajak restoran, membandingkan 

antara wajib pajak restoran yang satu dengan yang lain untuk menganalisa 

kepatuhan wajib pajak restoran, dan melakukan pemeriksaan sebagai 
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tindak lanjutnya. Dalam upaya melaksanan peran pengawasannya, Badan 

Keuangan dan Aset Daerah masih terbentur oleh banyaknya kendala yang 

telah dipaparkan diatas. 

B. Saran 

Setelah memperhatikan hasil penelitian, maka penulis memberikan 

beberapa saran bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 

wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman, dan untuk penulisan selanjutnya, 

adapun beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Sehubungan dengan visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Sleman untuk melaksanakan e-government dengan 

implementasi pada bidang perpajakan berupa E-SPTPD, seharusnya hal ini 

akan menjadi sarana yang baik guna peningkatan kepatuhan wajib pajak 

restoran apabila didukung oleh upaya Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Sleman untuk mencapai visi dan misi tersebut salah satunya 

dengan meningkatkan antisipasi terhadap pelanggaran yang akan timbul 

dari celah kelemahan sistem E-SPTPD. Cara antisipasi yang berhubungan 

dengan pengawasan misalnya dapat berupa pembentukan sistem dalam E-

SPTPD yang dapat melacak kemungkinan wajib pajak restoran 

memanipulasi data pada saat melakukan pengisian E-SPTPD. 

2. Sehubungan dengan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Sleman yang selanjutnya, yaitu meningkatkan penguatan sistem ekonomi 

kerakyatan serta penanggulangan kemiskinan, PAD Kabupaten Sleman 

yang bersumber dari pajak restoran memiliki peran sangat penting untuk 
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mencapai misi tersebut. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Sleman selaku pemungut dan pengelolanya seharusnya dapat membentuk 

kesadaran wajib pajak restoran untuk bersama-sama mengupayakan 

tercapainya hal tersebut dengan meningkatkan intensitas sosialisasi 

perpajakan dimana berdasarkan data dari hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa masih sangat sedikit wajib pajak restoran yang mendapatkan 

sosialisasi. 

3. Wajib pajak restoran seharusnya mematuhi ketentuan perpajakan dengan 

mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak apabila penghasilan yang 

diperoleh dari restoran yang dimilikinya telah memenuhi syarat sebagai 

objek pajak, melaporkan secara jujur jumlah pajak restoran yang harus 

dibayarkan, serta tepat waktu dalam menyetorkan pajak restoran tersebut. 

Hal ini tentunya akan menghindari wajib pajak restoran dari sanksi yang 

memberatkan serta mendukung suksesnya pembangunan daerah 

Kabupaten Sleman yang manfaatnya juga akan dirasakan oleh wajib pajak 

restoran sendiri. 

4. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman seharusnya 

mendapatkan dukungan lebih dari pemerintah pusat terkait pengadaan 

infrastruktur yang dapat membantu dalam pelaksanaan pengawasan 

kepatuhan wajib pajak restoran, misalnya dalam pengadaan Tapping Box 

yang masih terdapat kesenjangan dalam segi jumlah apabila dibandingkan 

dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini didasarkan pada kenyataan 
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bahwa pajak restoran menyumbang angka yang sangat tinggi terhadap 

PAD Kabupaten Sleman. 

5. Bagi penulis selanjutnya agar dapat memberikan analisis lebih lanjut 

mengenai perhatian Pemerintah Pusat kepada fiskus di daerah selain 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (dalam penelitian ini Badan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Sleman). Hal yang dapat disoroti yaitu perhatian 

Pemerintah Pusat dari segi pengalokasian infrastruktur baik berupa dana 

maupun sumber daya manusia kepada fiskus di daerah selain Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta sebagai pusat pemerintahan.
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